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KESERIUSAN PEMKAB KOTIM MENERAPKAN SPBE DIAPRESIASI 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Sampit (ANTARA) - Keseriusan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, 

Kalimantan Tengah menjalankan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), 

mendapat apresiasi pemerintah pusat. 

"Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuktikan bahwa serius dalam 

mengaplikasikan SPBE ini. Kami mengapresiasi ini," kata asesor nasional Muhammad 

Tahir Sapsal melalui sambungan virtual, Kamis. 

SPBE merupakan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan 

teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. 

Apresiasi terhadap komitmen Pemkab Kotawaringin Timur disampaikan 

Muhammad Tahir Sapsal saat Forum Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Penilaian 

Interviu Evaluasi SPBE Tahun 2024. 

Kegiatan dilaksanakan di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). 

Acara dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Sanggul Lumban Gaol, Kepala Diskominfo 

Marjuki, Kepala BKPSDM Kamaruddin Makkalepu dan pejabat lainnya. 

Kegiatan ini menindaklanjuti surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Penilaian interviu merupakan salah satu tahapan 

penilaian eksternal dari kegiatan evaluasi SPBE. 

Dalam kegiatan ini, selain paparan progres penerapan SPBE oleh pemerintah 

daerah, juga diisi diskusi dan pengecekan oleh asesor terkait indikator-indikator 

penilaian. 

Penjelasan yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai 

cukup bagus. Hasil ini juga menggambarkan keseriusan dan komitmen Pemkab 

Kotawaringin Timur dalam mengaplikasikan SPBE. 

"Apa yang dilaksanakan ini sudah bagus. Pesan kami, evaluasi harus terus 

dilakukan secara rutin demi perbaikan," demikian Muhammad Tahir Sapsal. 
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Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Sanggul Lumban 

Gaol menegaskan komitmen pemerintah kabupaten dalam menjalankan SPBE. 

Pembenahan juga terus dilakukan untuk peningkatan pelaksanaannya. 

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat menuntut 

pemerintah untuk terus melakukan adaptasi dalam memberikan layanan yang lebih cepat, 

efektif, dan transparan. Oleh karena itu, penerapan SPBE menjadi langkah strategis bagi 

Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi, keterpaduan, dan transparansi 

pelayanan publik," ujarnya. 

Sanggul menambahkan, Kabupaten Kotawaringin Timur senantiasa berkomitmen 

untuk mendukung agenda nasional dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih modern 

melalui pemanfaatan teknologi.  

Penilaian evaluasi SPBE yang dilakukan hari ini merupakan salah satu bentuk 

upaya bersama untuk terus mengukur, mengevaluasi, dan menyempurnakan kinerja 

dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.  

Dia berharap hasil evaluasi ini dapat menjadi masukan yang berharga untuk 

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.  

Dijelaskannya, dalam tiga tahun terakhir, capaian Indeks SPBE Kabupaten 

Kotawaringin Timur terus mengalami peningkatan. Pada 2021 indeks SPBE 

Kotawaringin Timur adalah 1,66 dengan predikat Kurang. Pada 2022 capaian indeks 

SPBE sebesar 2,38 dengan predikat Cukup. Selanjutnya pada 2023 indeks SPBE menjadi 

3,11 dengan predikat Baik.  

Berdasarkan hasil Penilaian Mandiri dari Pemantauan dan Evaluasi SPBE tahun 

2024 yang ditutup pada 25 Agustus 2024 lalu, indeks SPBE Kabupaten Kotawaringin 

Timur sebesar 3,23. Pemerintah daerah berharap hasil evaluasi pada tahun ini juga 

mencapai peningkatan dan progres yang baik.  

"Kami menyadari bahwa masih banyak tantangan yang harus kita hadapi, baik 

dalam aspek infrastruktur, SDM, maupun layanan. Namun, dengan adanya evaluasi ini, 

saya yakin kita akan mampu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, serta 

menetapkan langkah langkah strategis guna meningkatkan capaian SPBE di masa yang 

akan datang," ujar Sanggul didampingi Marjuki.  

Sanggy mengucapkan terima kasih kepada seluruh Perangkat Daerah serta Tim 

Asessor Internal yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten 

Kotawaringin Timur.  

Kerja keras dan dedikasi semua sangatlah penting dalam mendorong terciptanya 

pelayanan yang lebih baik, tentu tujuan dari ini semua bukan hanya mencapai indeks 

SPBE, tetapi diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih modern, adaptif, 
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dan responsif terhadap kebutuhan dan layanan kepada masyarakat, serta mampu 

menjawab tantangan-tantangan di era digital. 

 

Sumber Berita: 
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Catatan: 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik menyebutkan, Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada 

Pengguna SPBE. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan 

prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE. SPBE 

dilaksanakan dengan prinsip: a. efektivitas; b. keterpaduan; c. kesinambungan; d. 

efisiensi; e. akuntabilitas; f. interoperabilitas; dan g. keamanan. Arsitektur SPBE 

Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 

disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah 

ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE 

Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, kepala daerah berkoordinasi dan 

dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang aparatur negara. 


